FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR by -, SHITA MARIZA S
SKRIPSI
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA




B 121 12 107






FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA




B 121 12 107
SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara







FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA
MAKASSAR
Disusun dan diajukan oleh:
SHITA MARIZA S
B121 12 107
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H., DFM Kasman Abdullah, S.H., M.H
NIP. 19610828 198703 1 003 NIP. 19580127 198910 1 001
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :
Nama : SHITA MARIZA S
Nomor Induk : B 121 12 107
Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul : TINJAUAN
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.
Makassar, 4 Januari 2016
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. Kasman Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19610828 198703 1 003 NIP. 19580127 198910 1 001
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR
iv
Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota
Makassar
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:
Nama : SHITA MARIZA S
Nomor Induk : B 121 12 107
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi :
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.
Makassar, 4 Januari 2016
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP 19630419 198903 003
vABSTRAK
SHITA MARIZA S (B12112107) Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik
Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota
Makassar (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Kasman Abdullah).
Studi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan fungsi Ombudsman Republik
Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar
dan untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
dalam upaya peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar.
Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat dengan penilitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di
Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
dengan mewawancarai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan, serta Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
dengan mewawancarai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Ombudsman
Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kota
Makassar yaitu melakukan (1) Upaya pencegahan maladministrasi di bidang
pendidikan berupa pemberdayaan masyarakat melalui bentuk sosialisasi, talk show,
dialog interaktif, sarasehan, kuliah umum dan lainnya serta melakukan kegiatan
Investigasi. (2) Melakukan penanganan pengaduan masyarakat di bidang
pendidikan melalui investigasi, klarifikasi, mediasi, dan monitoring. Dan tindak lanjut
rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelayanan publik bidang
pendidikan di Kota Makassar yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap
status laporan yaitu ada beberapa klasifikasi berupa (1) Tidak memenuhi syarat
formil, (2) Pelapor mencabut laporan, (3) Tidak berwenang, (4) Klarifikasi, (5)
investigasi, (6) Saran, dan (7) Rekomendasi.
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A. Latar Belakang Masalah
Dengan adanya otonomi yang luas, keberadaan Pemerintah
Daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat (Public Service)
semakin penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk
merealisasikan isi otonominya agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Disamping itu tuntutan untuk mewujudkan “Good
Governance” dan “Clean Government”, pemerintah daerah dituntut
untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
efektif, efisien dan akuntabel sebagai konsekuensi atas kewajiban
masyarakat untuk membiayai pelayanan publik yang dituntut oleh
masyarakat.
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan
praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi
penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien,
jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat
tercapai dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara
dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum
2yang baik. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum
diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara
efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan
pemerintahan.
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Penyelenggaraan
pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah di
samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan
aktualisasi riil atau nyata kontrak sosial yang diberikan masyarakat
kepada pemerintah dalam konteks hubungan Principal-Agent.
Sebagai pelaksana kontrak sosial yang digariskan sebelumnya,
pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik yang
menjadi kliennya. Sangat masuk akal jika pemerintah kemudian
mendapat berbagai stigma negatif. Hal itu dapat dilacak dari
banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan dengan
buruknya kinerja pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan
cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan
tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat
ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan
sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang mengafirmasi
atau menegaskan sinyalemen di atas.
3Contoh fenomena yang diberitakan media masa dibawah ini;
Keluhan pelayanan publik, masih terus saja terjadi. Dari
berbelitnya birokrasi, pelayanan tidak maksimal, hingga praktik
pungutan liar. Itu masih menjadi musuh bersama bermasyarakat
dalam pemenuhannya sebagai warga negara. Ombudsman Makassar
mencatat, dari sumber masalah pelayanan publik, praktik pungli-lah
yang paling sering dikeluhkan. Pungli masih menjadi momok
menakutkan. Hampir di semua tempat, mulai dari biaya sekolah,
pengurusan KTP di tingkat kelurahan, pengurusan sertifikat tanah,
pengurusan IMB, izin usaha, STNK, masalah pungli masih sering
dikeluhkan. Meski ada program pemerintah menggratiskan sejumlah
layanan publik, seperti; pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), namun di lapangan masih
dikeluhkan adanya pungli. Komisioner Ombudsman Makassar Mulyadi
SE, menjelaskan, selama tahun 2012 ini, pihaknya mendapat 52
pengaduan terkait buruknya layanan publik. Di antaranya, pengaduan
yang paling banyak adalah pengaduan tentang pendidikan, disusul
pelayanan kelurahan, kemudian perizinan. Semuanya telah dilakukan
proses penanganan lebih lanjut.
“Termasuk, laporan yang masuk mengenai pungutan. itu telah
dilakukan proses klarifikasi kepada pelaku pungutan, kemudian
memberikan rekomendasi kepada pihak terkait bahwa
pungutan di jajarannya telah terjadi,” jelasnya kepada Rakyat
Sulsel (Tanggal 26 Juli 2015).
4Buruknya pelayanan publik kata Mulyadi, pihak Ombudsman
telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah karena telah
menyalahi kewajiban dan fungsi aparatur birokrasi. Padahal mestinya
aparatur bekerja maksimal.1
Ombudsman RI pada tahun 2013 telah menerima
laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam
pelayanan publik yang disampaikan melalui berbagai cara. Secara
rinci laporan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1. Laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan
maladministrasi dalam pelayanan publik pada Ombudsman
RI pada tahun 20132
Mekanisme Jumlah %
Surat 1367 25,43%




Investigasi Inisiatif /Media 736 14,23%
Faksimili 23 0,44%





5Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa
laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam
pelayanan publik pada Ombudsman RI pada tahun 2013 secara
mayoritas yaitu inisiatif masyarakat yang datang langsung ke kantor
Ombudsman RI sebanyak 2524 laporan dengan persentase 48,79%
yang merupakan sistem pelaporan terbanyak untuk tahun 2013,
kemudian diikuti oleh mekanisme persuratan berjumlah 1367 laporan
dengan persentase sebesar 25,43%, laporan melalui investigasi
inisiatif/media sebanyak 736 dengan persentase 14,23%, laporan
melalui telepon sebanyak 299 kali dengan persentase 5,78%, melalui
email sebanyak 101 laporan dengan persentase 1,95%, melalui
website sebanyak 95 laporan dengan persentase 1,84%, melalui form
pengaduan sebanyak 28 laporan dengan persentase sebesar 0,54%
dan terakhir melalui faksimili sebanyak 23 laporan dengan persentase
sebesar 0,44%.
Pada tanggal 20 Maret 2000 Presiden berupaya untuk
mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan
dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Kemudian lembaga
tersebut dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008)
yang disetujui pembuat Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR
6RI pada tanggal 9 September 2008, dengan nama ”Ombudsman
Republik Indonesia”.
Dalam Undang-undang tersebut Ombudsman Republik
Indonesia diberi kewenangan mengawasi pemberian pelayanan
umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada
masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga
Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional,
Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan NonDepartemen,
BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan
perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan
APBN/APBD. Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan
lembaga negara bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik
dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur
tangan kekuasaan lainnya.
Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu
menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam
melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta
meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh
pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.
7Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia
(ORI) mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap propinsi di seluruh
Indonesia. Pembentukan kantor perwakilan ini tentu saja dengan
tujuan untuk mendekatkan fungsi ombudsman sebagai lembaga
pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah.
Hal ini tidak terkecuali bahwa Lembaga Ombudsman Republik
Indonesia juga mempunyai perwakilan di Kota Makassar. Melalui
kantor-kantor perwakilannya, Ombudsman ingin mewujudkan
pelayanan publik prima sampai pada tingkat daerah yang selanjutnya
disebut Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).
Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Makassar
diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta
bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan
atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang serta membantu setiap
warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik,
berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian
hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah. Oleh
karena itu dibentuklah Lembaga Ombudsman Kota Makassar yang
ditetapkan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 tahun 2008.
Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh
tentang “Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Makassar”.
8B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
dapat diambil dua  pokok permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Ombudsman dalam mengawasi
pelayanan publik di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah tindak lanjut rekomendasi Ombudsman dalam
upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan
penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Ombudsman dalam
mengawasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi Ombudsman dalam
upaya    peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota
Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan langkah-
langkah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
9pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar, melalui
fungsi Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Dengan demikian
akan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, demokratis,
transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme.
2. Manfaat Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan tentang pelayanan publik, fungsi-fungsi lembaga
Ombudsman dan tentang kualitas pelayanan publik bidang
pendidikan yang baik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi




A. Negara Hukum Demokratis
1. Teori dan Konsep Negara Hukum
Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait
dengan konsep “rechtsstaat” dan “the rule of law”, juga berkaitan
dengan konsep “nomocracy” yang berasal dari perkataan “nomos”
dan “cratos”. Perkataan nomokasi itu dapat dibandingkan dengan
“demos” dan “cratos” atau “kratien” dalam demokrasi. “Nomos”
berati norma, sedangkan “cratos” adalah kekuasaan. Yang
dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan
kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah
nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau
prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey,
hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang
berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law,
and not of Man”. Yang sesungguhya dianggap sebagai pemimpin
adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul
“Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
dengan judul “The Laws”, jelas tergambar  bagaimana ide
11
nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari
zaman Yunani Kuno.3
Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa
Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul
Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan
istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo
Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan
A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius
Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah
“rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
a. Perlindungan hak asasi manusia.
b. Pembagian kekuasaan.
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
d. Peradilan tata usaha negara.4
Berdasarkan pendapat A.V. Dicey bahwa konsep the rule of
law menekankan pada 3 (tiga) unsur yaitu;
a. Adanya supremasi hukum (supremacy of law) untuk
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah;
3 Jimly Asshiddiqie, Makalah : “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Jimly.com, Hal.2
4 Ibid.
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b. Adanya persamaan di depan hukum (equality before the law)
atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada
(ordinary law of the land);
c. Adanya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan
peradilan dan parlemen. Terkait dengan hal yang ketiga ini,
ada pula ahli hukum yang menyebutnya dengan konstitusi
yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (the constitution
based on individual rights) atau perlindungan terhadap hak
asasi manusia (human right) atau dengan menggunakan
istilah due process of law (penegakan hukum yang tidak
bertentangan dengan hukum).5
Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum
yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama
pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam
dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental dan sistem
hukum anglo-saxon, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-
olah membedah dunia kita ini menjadi dua kubu. Sedangkan
tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua
sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti sistem
hukum Islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain.
Pengelompokkan itu menurut Bagir Manan lebih bercorak historis
5 Yopi Gunawan, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila,
Refika Aditama, Bandung, Hal. 58
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atau akademik. Dalam kenyataannya akan dijumpai hal-hal
sebagai berikut:
a. Terdapat sistem-sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus
mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi
hukum anglo-saxon, atau gabungan antara tradisi hukum
kontinental dan tradisi hukum sosialus, ataupun gabungan
antara hukum anglo-saxon dan tradisi hukum sosialis.
b. Terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan
ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas. Misalnya
negara-negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi
hukum menurut ajaran Islam (The Moslem Legal Tradition).6
Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga macam
konsep negara hukum, yaitu; rechtsstaat, the rule of law, dan
negara hukum Pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhary
dalam kepustakaan ditemukaan lima macam konsep negara
hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Nomokrasi Islam; adalah konsep negara hukum yang pada
umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
b. Rechtsstaat; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di
negara-negara Eropa Kontinental, misalnya; Belanda, Jerman,
Prancis.
6 Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.2-3
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c. Rule of Law; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di
negara-negara Anglo-saxon, seperti; Inggris, Amerika Serikat.
d. Socialist Legality; adalah konsep negara hukum yang
ditetapkan di negara-negara komunis.
e. Konsep Negara Hukum Pancasila; adalah konsep negara
hukum yang diterapkan di Indonesia.7
Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring
dengan perkembangan masyarakat dan negara. Professor Utrecht
membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum
formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau
negara hukum negara modern. Negara hukum formal menyangkut
pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam
arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas
negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan
tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisonal ini
dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum
material mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan
didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban
dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai
kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadlilan (Welfarestate).8
7 Ibid. Hal. 3
8 Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
Hal. 396-397
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Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah
dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan
negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting
baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas
prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya
negara hukum. Keduabelas prinsip tersebut adalah:
a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
b. Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Law)
c. Asas Legalitas (Due Process of Law)
d. Pembatasan Kekuasaan
e. Organ-organ Penunjang yang Independen
f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
g. Peradilan Tata Usaha Negara
h. Mahakamah Konstitusi (Constitutional Court)
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
j. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)
k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
(Welfare Rechtsstaat)




Istilah  “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang
diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM yang terambil dari
dua kata yakni, “demos” dan “cratos” atau “cratein”. Kata
“demokrasi” (democracy) sebagaimana diuraikan yang berasal
dari dua suku kata tersebut yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti kekuatan atau kedaulatan
(pemerintahan), sehingga konsep demokrasi dapat diartikan
sebagai kedaulatan (pemerintahan)  rakyat, atau yang lebih kita
kenal  sebagai kedaulatan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat.10
Adanya suatu prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan memberikan batasan bahwa pemerintahan
dijalankan atau diselenggarakan berdasar atas paham kedaulatan
rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali melalui pemilihan
pemimpin pemerintahan dan sekaligus menentukan wakilnya yang
akan duduk di lembaga perwakilan guna mengawasi jalannya dan
terselenggaranya pemerintahan negara. Sebagaimana
dikemukakan oleh Jimly Assidiqie bahwa rakyatlah penentu akhir
penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. 11
10 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin,
Makassar, Hal.71-72.
11 Ibid. Hal. 72-73
17
Negara hukum sendiri memiliki hubungan yang sangat erat
dengan negara demokrasi, yaitu bahwa negara hukum merupakan
salah satu dari lima gugus ciri hakiki negara demokratis. Oleh
sebab itu, berdasarkan deklarasi The International Commision of
Jurist Conference yang dilaksanakan di Bangkok pada tahun 1965
dikemukakan empat ciri negara demokratis yaitu sebagai berikut:
a. Pemerintah dibawah kontrol masyarakat.
b. Pemilihan umum yang bebas.
c. Prinsip mayoritas.
d. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.12
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum
demokratis yaitu negara hukum yang berdasarkan pada asas
kerakyatan. Konsep negara hukum ini, dapat dipadukan dengan
konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state).13
Ketiga unsur dasar yang terdapat dalam konsep negara
hukum sebagaimana dikemukakan Dicey (supremasi hukum,
persamaan kedudukan dan perlindungan hak-hak perseorangan)
sebenarnya merupakan dasar dan ukuran untuk dapat
menempatkan suatu negara sebagai sebuah negara hukum yang
demokratis. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sjachran
Basah yang mengemukakan bahwa:
12 Yopi Gunawan dkk, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila,
Refika Aditama, Bandung, Hal.61
13 Ibid. Hal.63
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“Secara konstitusional, eksistensi negara hukum a quo
tidak mungkin dipungkiri oleh siapa pun, karena di
dalamnya mengandung jaminan terhadap tiga hal yang
kemudian direkayasa lebih lanjut melalui proses
normativasi dalam ketentuan perundang-undangan yang
tingkat derajatnya lebih rendah”.14
B. Good Governance
Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur
administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu.
Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks
pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh
para teoritisi dan praktisi administrasi negara di Indonesia, terminologi
“good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan
pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata
pemeritahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik
dan bertanggungjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara
sempit sebagai pemerintahan yang bersih.15
Perbedaan paling pokok antara konsep “goverment” dan
“governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas
politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu
negara. Konsep “pemerintahan” berkonotasi perananan pemerintah
yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas
kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna
14 Ibid. Hal 63
15 Nuryanto A.Daim, 2014, Hukum Administrasi, Laksbang Justitia, Surabaya, Hal. 43-44
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bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan
mengelola sumber daya manusia dan berbagai masalah yang
dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance
terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi
dan kemitraan.16
Menurut Sedarmayanti, good governance merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan
publik, baik berupa public good, maupun public services oleh
governance. Sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance
yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan
berintegritas, profesional serta menerapkan etos kerja dan moral yang
tinggi.17
Good governance secara gramatikal mengandung
pengertian istilah “good” dalam arti “baik” dalam konteks
penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam hal ini
mengandung dua pemahaman:
1. Nilai yang menjunjung tinggi kehendak (keinginan) rakyat dan
nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam
pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan




2. Aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan
nasional untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan adil.
Sehubungan dengan pengertian good governance di atas dapat
disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan
pemerintahan negara yang transparan, bertanggung jawab, efisien
dan efektif, dengan senantiasa menjaga keselarasan interaksi yang
konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.18
Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu
sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan
pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang
layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam
mewujudkan good governance. Sinergitas antara good governance
dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan
pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang
berwibawa. Konsep good governance telah menjadi kemauan politik
dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.19
Good governance sebagai suatu instrumen yang didalamnya
terkandung berbagai prinsip-prinsip menduduki posisi yang sangat
penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Terhadap
prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance United
18 Ibid. Hal. 45
19 Muin Fahmal, 2008, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan
Pemerintahan Yang Bersih, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 88-89
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Nation Development program (UNDP) merumuskannya ke dalam
sembilan prinsip yaitu:
1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi
dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa
perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat
doterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat
dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsiviness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk
melayani setiap stakeholders.
5. Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan
yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan
yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Effectiveness dan efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber yang tersedia sebaik mungkin.
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7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan,
sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab
kepada publik.
8. Lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan
tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai
perspektif good governance dan pengembangan manusia yang
luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan
untuk pembangunan semacam ini.20
Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting
dalam memfasilitasi berajalannya mekanisme pasar yang benar,
sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
Oleh karena itu, upaya perwujudan good governance dapat dimulai
dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan
negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan
pemerintahan sehingga dapat terwujud good governance.21
20 Husni Thamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
Hal.48-49.
21 Ibid. Hal. 50
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C. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik
Menurut Philip Kotler “A service is any act or performance
that one party can offer to another that is essentially intangible and
does not result in the ownership of anything. It’s production may or
may be tied in physycal Produce” (pelayanan merupakan setiap
tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata
dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya.
Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan
produk fisik. Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa
pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik.22
Selanjutnya, Sampara Lukman berpendapat, pelayanan
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin
secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Lebih jauh
lagi Pamudji mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah
22 Husni Thamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Jakarta, Hal 28
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berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan
masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa.23
Dari pengertian pelayanan publik sebagaimana telah
diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan istilah pelayanan publik
sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh
penyelenggara negara (penyelenggara daerah). Untuk memahami
lebih jauh mengenai makna dan hakekat pelayanan publik ini,
selanjutnya dapat dilihat di dalam Keputusan Menteri Penetapan
Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor 63/ KEPMEN/PAN/17/2003
dirumuskan bahwa: “Pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksana ketentuan perUndang-Undangan”. Selanjutnya
dapat dipahami juga melalui Rancangan Undang-Undang tentang
Pelayanan Publik, yang sekarang sudah diundangkan melalui
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
dirumuskan bahwa: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk
atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Oleh karena itu
sebenarnya pelayanan publik harus memiliki standar yang
23 Ibid. Hal. 28
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berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya,
dengan mengingat kondisi dan situasi yang berbeda.24
Pelayanan publik seharusnya bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat sebagai subyek penerima
pelayanan. Selanjutnya apabila aturan tersebut benar-benar
diaplikasikan secara baik dan benar diyakini akan menjadikan
suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi) lebih
efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik,
meskipun pada saat yang sama harus didukung oleh kemampuan
pemerintah (daerah).25
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa:
“Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai
tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah
kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan
dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun
kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan
pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan konsepsi
sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan
acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi
manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat
diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan
sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional”.26
24 Ibid. Hal.29
25 Ibid. Hal.33
26 Ibid. Hal. 33
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2. Asas-asas Pelayanan Publik
Secara umum pedoman pelaksanaan norma-norma
pelayanan publik tersebut dapat didasarkan pada asas-asas yang
relevan digunakan dalam rangka pelayanan publik, sekaligus
sebagai upaya pembatasan dan uji keabsahan pelayanan publik,
di samping tentunya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEPMEN/PAN/17/2009. Selanjutnya mengenai asas-asas
yang dapat digunakan untuk mendasari pelayanan publik sebagai
berikut :
1. Asas Transparansi
Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki
bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan
publik harus dilakukan secara dan bersifat terbuka bagi
masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan
tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan
dan pengawasan atau pengendaliannya, dan tentunya tidak
ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik
tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan informasi. Transparansi (keterbukaan)
pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab
dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan
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lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan
yang dijalankan.27
2. Asas Keadilan
Harapan masyarakat agar semua aturan hukum
mencerminkan rasa keadilan adalah sebagai sebuah kondisi
ideal yang diharapkan, walaupun dalam kenyataannya masih
terdapat aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai
keadilan. Dalam konteks keadilan hukum hal tersebut
dipandang sebagai deviasi dari yang seharusnya. Oleh karena
itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya.
Dalam konteks keadilan hukum ini pula, maka ada pula yang
menyatakan bahwa hukum yang tidak adil dianggap bukan
hukum yang dapat dipahami, sebab bagaimana mungkin
penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan jika dalam
aturan hukum itu sendiri berisi ketidakadilan.28
3. Asas Good Governance
Good governance menunjuk pada pemaknaaan bahwa
kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi
urusan pemerintahan. Good governance menekankan pada
pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh
pemerintah dan institusi-institusi lain, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), swasta maupun negara. Bahkan institusi
27 Ibid. Hal. 38
28 Ibid. Hal. 43
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non pemerintah, dapat saja memegang peran dominan dalam
governance atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak
mengambil peran apapun (governance without government).
Meskipun perspektif governance mengimplementasikan
terjadinya pengurangan peran atau intervensi pemerintah
namun pemerintah secara eksistensial sebagai suatu intitusi
tidak dapat dinafikan begitu saja.Dalam kerangka ini
pemerintah dituntut memposisikan keberdayaannya atau
bersikap dalam hal keberlangsungan suatu proses
governance.29
3. Sistem Pelayanan Publik
Tujuan dan sarana pelayanan publik merupakan unsur
pokok yang harus ditetapkam oleh pemerintah dalam proses
pelayanan publik. Sarana yang dimaksudkan dalam konteks ini
adalah instrumen peraturan perUndang-Undangan yang dalam
bekerjanya diperlukan adanya sumber-sumber daya seperti dana,
manusia dan sebagainya, guna mewujudkan/tercapainya suatu
tujuan. Oleh karena itu hukum telah bermakna kontrol sekaligus





Suatu produk organisasi publik adalah pelayanan publik
dan produk dari pelayanan publik di dalam negara hukum
demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni:
a. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap
penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi
maupun tuntutan pengguna layanan.
b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau
ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar
dan telah ditetapkan.
c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan
pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan
norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.31
Untuk mengukur kualitas pelayanan publik dibutuhkan
sejumlah indikator (multi indicator) yang akurat untuk mengetahui
keberhasilannya.32
Untuk memberikan standar pelayanan publik bagi
masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 tentang
31 Ibid. Hal. 58
32 Ibid.
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Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Keputusan Menteri
tersebut juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip
pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan
dirinci sebagai berikut:
a. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka,
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
b. Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan
publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
c. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik
harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif, asas ini diharapkan dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang
tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki
adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari
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masyarakat dan pemerintah. Bahwa pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Berdasarkan asas-asas pelayanan publik
sebagaimana terurai diatas, ketika ditransformasi ke ranah
pelayanan publik yang bersifat implementatif, maka muaranya
harus berujung pada terpenuhinya standar pelayanan.33
Pelayanan publik mutlak memerlukan standarisasi
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan/atau penerima layanan. Standar pelayanan yang
dimaksud, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan
Posedur pelayanan yang dibakukan bagi pemeberi dan
penerima pelayanan temasuk pengaduan.
b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan
33 Ibid. Hal. 60
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e. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.’
f. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik.
g. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.34
Penerapan standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud
diatas sesungguhnya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu
output pelayanan yang optimal. Oleh karena itu jika hakikat, asas
dan standar pelayanan publik ini dikorelasikan dengan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam good governance maka tampak
semakin jelas hubungan sangat intensi di dalamnya. Oleh karena
itu dengan menginternalisasi semua hal-hal tersebut, niscaya
pelayanan publik yang berbasis good governance akan
terfaktakan menjadi pelayanan publik yang berkualitas.35
34 Ibid Hal.60-61




Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah
direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui
pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan
penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan
kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi
sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai
sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja
tersebut.36
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan
merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga
legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik
pengawasan intern(internal control) maupun pengawasan ekstern
(external control). Di samping mendorong adanya pengawasan
masyarakat (social control).37
36 Sujatmo. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Balai Pustaka, Jakarta. 1986.
37 Ibid.
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Teori Pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai
berikut:
a. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar
sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
b. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-
kegiatan yang yang membandingkan apa yang di!alankan,
dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang
dikehendaki, direncanakan, ataudiperintahkan. Hasil
pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana
terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-
sebabnya.
c. Henry Fayol mengartikan pengawasan sebagai berikut:
“Control consist in verifying whether everything occurs in
conformity with the plan adopted, the instruction issued and
principles established. It has objective to point out weaknesses
and errors in order to rectify  then prevent  recurrance”.
Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua
ter!adi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, berdasarkan
suatu perintah instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang
dianut dengan melaksanakannya bertujuan secara timbal balik
untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau
penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit
diperbaiki.
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d. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
e. George R Terry, pengawasan adalah proses
penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa
yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila
perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan
sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
2. Tujuan Pengawasan
Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin
agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :
a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang
berlaku.
c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis,
efisien, dan efektif.
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d. Mendeteksi adanya kecurangan.38
Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan
yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu
mempertahankan hasil output yang sesuai dengan syarat-syarat
sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja
komponen-kompenen dalam sistem tersebut sesuai dengan
fungsinya dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak
dicapai.39
E. Ombudsman Republik Indonesia
1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI)
sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah
lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan,
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
38 Abdul Halim dan Theresia Damayanti. Teori dan Metode Pengawasan. PT. Gramedia Pustaka.
Jakarta. 2007, hal. 44
39 Ibid.
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Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).40
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia
oleh pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa,
kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman
Wahid. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid lah
disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga
Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu nampak
sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul
adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan
pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik
atau clean and good governance. Presiden K.H. Abdurrahman
Wahid segera mengeluarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun
1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga
Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latar
belakang pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman
Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pemberian
perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku
penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban
hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota
40 Galang Asmara. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Laksbang pressindo: Yogyakarta, hlm. 22.
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masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga
yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.41
Pada bulan Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid
mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman Nasional, sehingga mulai saat itu, Indonesia
memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Demikianlah
maka sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No. 44 Tahun
2000 pada tanggal 10 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman
Indonesia dengan dengan nama Komisi Ombudsman Nasional.
Menurut Kepres No. 44 Tahun 2000, pembentukan lembaga
Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran
dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni:
a. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta
mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin
peneyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan,
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat
terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi
demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar




c. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya
penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan
perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh
aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan
keadilan dan kesejahteraan.42
Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan
wewenang komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-
undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai
landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula
dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman
dengan Undang-undang. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2008
ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah
berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia,
maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi
Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut
mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk Komisi
Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara
42 Ibid.
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yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain,
serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari
campur tangan kekuasaan lainya.43
2. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman di Indonesia didukung oleh dua undang-
undang sekaligus dalam melaksnakan tugas pokok dan
kewenangannya yakni Undang-Undang No.37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang
No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Ombudsman
memiliki keistimewaan berupa kekebalan hukum (immunity) yakni
dalam menjalankan tugasnya tidak dapat ditangkap, ditahan,
diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan oleh semua
pihak.44
Dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, sudah dirumuskan definisi Ombudsman
sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menjelaskan:
“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan




dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah”45.
Kewenangan Ombudsman dalam sistem negara hukum
Republik Indonesia sebagaimana dapat disimpulkan dari UU No.
37 Tahun 2008 jo UU. No 25 Tahun 2009 adalah fungsi
pengawasan pelayanan publik, yang jika ditinjau dari klasifikasinya
dalam sistem pengawasan termasuk dalam klasifikasi
pengawasan preventif dan represif yang bersifat eksternal. Guna
mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa
(clean and strong government), pelaksanaan kewenangan
Ombudsman tersebut harus diletakkan di atas landasan negara
hukum yang demokratis. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan
fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif.46
Ombudsman dalam pelaksanaan tugas memeriksa laporan,
wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi,
tidak memihak dan tidak memungut biaya serta wajib
mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan
mempermudah pelapor.Dengan demikian Ombudsman dalam
memeriksa laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang
bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman
dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para
pihak agar penyelenggara negara dan pemerintahann mempunyai
45 Ibid. Hal 90
46 Ibid. Hal 91
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kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.47
Maksud dan tujuan berdirinya Ombudsman di Indonesia
dengan kewenangan yang luar biasa sebagai pengawas
pelayanan publik adalah dilandasi oleh alasan-alasan argumentatif
sebagai berikut:
a. Sasaran Pengawasan adalah pemberian pelayanan artinya
dalam bertindak seharusnya aparat menjadi pelayan sehingga
warga masyarakat diperlakukan sebagai subyek pelayanan
dan bukan obyek/korban pelayanan. Selama ini belum/tidak
ada lembaga yang memfokuskan diri pada pengawasan atas
pemberian pelayanan umum, padahal jika dicermati
sebenarnya pelayanan inilah yang merupakan inti dari seluruh
proses berpemerintahan karena di dalamnya terkandung nilai-
nilai kepatutan, penghormatan hak-hak dasar, keadilan serta
moralitas.
b. Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh
prosedur ataupun mekanisme yang digunakan, apabila proses
pengawasan berbelit-belit melalui liku-liku yang panjang maka
pelaksanaan pengawasan akan beralih dari masalah
substansional ke masalah prosedural. Padahal inti persoalan
pokok adalah penyimpangan dalam pelayanan umum. Jika
47 Ibid. Hal. 92
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pada akhirnya terjebak pada prosedur yang panjang maka
akan menghabiskan waktu penyelesaian yang lama sehingga
penyimpangan akan terus berlangsung tanpa ada perbaikan
dan jalan keluar. Bahkan mungkin sekali akan muncul problem
baru yaitu tentang mekanisme itu sendiri. Sesungguhnya
suatu prosedur penyelesaian yang singkat dan sederhana
dimanapun akan lebih efisien. Termasuk dalam aspek ini
adalah cara penyelesaian melalui mediasi di mana masing-
masing pihak langsung bertemu dan membahas
permasalahan sekaligus menentukan jalan keluar terbaik
melalui prinsip saling memberi dan saling menerima (win-win
solution).
c. Masalah pelayanan yang menjadi sasaran pengawasan
Ombudsman dalam praktek lebih banyak menimpa
masyarakat secara individual, meskipun juga tidak jarang
berkaitan dengan suatu sistem atas kebijakan sehingga
melibatkan (mengobankan) kepentingan individu-individu
dalam jumlah yang lebih banyak. Biasanya anggota
masyarakat kurang peka terhadap pemberlakuan
sistem/kebijakan yang merugikan karena merasa lemah
berhadapan dengan kekuasaan. Dengan demikian ia
membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan dan
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membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah tanpa
harus menanggung resiko munculnya masalah baru.
d. Berkenaan dengan substansi pengawasan yaitu pelayanan
umum oleh penyelenggara negara meskipun nampaknya
sederhana namun memiliki dampak yang amat mendasar.
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan
memberi nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap
kinerja pemerintah. Apabila aparat pemerintah melalui bentuk-
bentuk pelayanannya mampu menciptakan suasana yang
kondusif dengan masyarakat maka kondisi semacam itu dapat
dikategorikan sebagai keadaan yang mengarah pada
terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik (good
governance). Asas pemerintahan yang baik dalam
implementasinya diwujudkan melalui ketaatan hukum, tidak
memihak, bersikap adil, keseimbangan bertindak, cermat,
saling percaya dan lain-lain. Dengan demikian sesungguhnya
pelayanan umum sebagai hakikat dasar dari asas
pemerintahan yang baik menjadi harapan utama keberadaan
lembaga Ombudsman.
e. Masyarakat kecil ataupun korban pelayanan secara mayoritas
adalah kelompok ekonomi lemah karena itu mereka menjadi
ragu untuk memperjuangkan keluhannya karena keterbatasan
masalah keuangan. Institusi Ombudsman dengan tegas dan
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terbuka mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan
ataupun laporan yang disampaikan kepada Ombudsman tidak
dipungut biaya. Ketentuan bebas biaya ini merupakan salah
satu prinsip Ombudsman yang bersifat universal yang
sekaligus sebagai implementasi integritasnya. Ombudsman
sangat menjunjung tinggi asas ini sehingga diharapkan sekali
agar warga masyarakat tidak memberikan imbalan sekecil
apapun kepada Ombudsman sebelum, pada waktu dan
ataupun sesudah berurusan dengan Ombudsman. Berurusan
dengan Ombudsman tanpa memberi imbalan kepadanya
merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap eksistensi
Ombudsman.48
3. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia
Menyangkut fungsi Ombudsman Republik Indonesia,
sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa tujuan
dibentuknya Ombudsman di Indonesia adalah sebagai lembaga
pengawasan. Apabila dikaji secara saksama pearturan-peraturan
yang mengatur tentang lembaga-lembaga pengawasan yang telah
ada, nampaknya kedudukan dan fungsi Ombudsman tidaklah
sama dengan lembaga-lembaga pengawasan tersebut.49
48 Ibid.
49 Galang Asmara, Jurnal : “Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia”, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 19
Nomor 2, Juni 2011, Hal.123
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Adapun perbedaan Ombudsman dengan lembaga-lembaga
pengawasan tersebut sebagai berikut:
a. Perbedaannya dengan pengadilan terletak pada
keputusannya. Putusan pengadilan yang disebut vonis,
memiliki beberapa upaya hukum, yakni upaya hukum banding,
kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan keputusan
Ombudsman Republik Indonesia yang disebut rekomendasi
tidak memiliki upaya hukum tersebut melainkan bersifat final
dan mengikat (legal binding).
b. Perbedaannya dengan Inspektorat Departemen atau
Inspektorat LPND keputusannya yang bersifat administratif
dan mengikat hanya terhadap pejabat dalam lingkungan
instansi yang bersangkutan karena ruang lingkup tugasnya
terbatas pada Departemen/LPND. Sedangkan Ombudsman
bersifat eksternal dan melingkupi semua institusi
penyelenggara negara dan pemerintahan, bahkan individu
dan swasta.
c. Perbedaannya dengan BPK dan BPKP, kedua institusi ini
hanya melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan
anggaran belanja negara dan daerah semata. Pengawasan
oleh BPK lebih bersifat administratif dan khusus terhadap
penggunaan keuangan negara. Sedangkan Ombudsman
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Republik Indonesia mengawasi perilaku aparat administrasi
terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
d. Perbedaannya dengan DPR/DPRD terletak pada fokus
pengawasan DPR/DPRD meliputi pengawasan politik dan
administratif pada tataran pengaturan dan pelaksanaan
kebijakan pemerintah. Sedangkan Ombudsman Republik
Indonesia menyangkut perilaku penyelenggara negara dalam
rangka pelayanan publik.
e. Perbedaannya dengan KPK dan kejaksaan terletak pada
obyek pengawasan berupa perilaku yang terkait dengan
tindak pidana. Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia
mengenai maladministrasi dalam melakukan pelayanan
publik.50
Dibanding lembaga pengawasan yang lain, Ombudsman
memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya:
a. Pemohon tidak dikenakan biaya apapun (bebas biaya);
b. Tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit dalam arti
melalui suatu hukum acara tertentu seperti di lembaga
peradilan;
c. Laporan dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan dan
dapat mempergunakan sarana komunikasi jarak jauh;
d. Tidak perlu menggunakan pengacara;
50 Ibid. Hal.123-124
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e. Pemeriksaan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang
di kantor Ombudsman;
f. Bersifat aktif, Ombudsman tidak harus menunggu laporan
akan tetapi cukup adanya berita di media massa, maka
Ombudsman sudah bisa mencari kebenaran atas telah
terjadinya maladministrasi;
g. Kerahasiaan pelapor dijamin dan tidak perlu terjadi replik dan
duplik;
h. Ombudsman dapat melakukan pembuktian sendiri, tanpa
harus memanggill dan mengharuskan si pelapor membawa
alat-alat bukti lengkap. Ombudsman akan melakukan sendiri
untuk mecari bukti;
i. Ombudsman dapat memangggil saksi dan mencari pihak yang
dianggap perlu dan terkait dengan laporan atau masalah yang
sedang ditangani tanpa biaya apapun.51
F. Penyelenggara Pendidikan
1. Sistem Pendidikan Nasional
a. Pengertian Pendidikan Nasional
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
51 Ibid. Hal 124
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watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung
jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.52
Sistem pendidikan Indonesia yang telah di bangun dari
dulu sampai sekarang ini, teryata masih belum mampu
sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk
masa yang akan datang, program pemerataan dan
peningkatan kulitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus
pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam
dunia pendidikan di Indonesia ini.
Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar
yang berada di luar dari sistem pendidikan nasional ini masih
sangatlah banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih
berhadapan dengan berbagai masalah internal yang
mendasar dan bersifat kompleks, selain itu pula bangsa
52 Umar Tirtarahardja dan La sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta, 2005, Hal.
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Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang
sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai
pendidikan tinggi.
Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh yang di
harapkan, menurut hasil penelitian The political and economic
rick consultacy (PERC) medio, dinyatakan bahwa sistem
pendidikan di Indonesia ini berada di urutan 12 dari 12 negara
di asia, bahkan lebih rendah dari Vietnam, dan berdasarkan
hasil pembangunan PBB (UNDP), kualitas SDM Indonesia
menduduki urutan ke 109 dari 174 negara.53
Upaya untuk membangun SDM yang berdaya saing
tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya
bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, dibutuhkanya
partisipasi yang strategis dari berbagai komponen yaitu
pendidikan awal di keluarga, kontrol efektif dari masyarakat,
dan pentingnya penerapan sistem pendidikan pendidikan yang
khas dan berkualitas oleh Negara.
Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam
suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di
negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar
tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat.
Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun
53 Ibid, Hal. 21
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sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada
persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-
bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan
pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis,
demokrafis, historis, dan kultural berciri khas.54
b. Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan nasional adalah untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
c. Fungsi Pendidikan Nasional
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan
martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya
mewujudkan tujuan nasional.
d. Visi dan misi Pendidikan Nasional55
Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu
terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata
54 Ibid, Hal. 21
55 Hadari Nawawi. Perundang-Undangan Pendidikan. Ghalia: Jakarta. 1983, Hal. 5.
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social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan
semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan prokatif
memjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dengan visi pendidikan nasional tersebut tentu akan ada
misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu:
1) Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan
memperolel pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam
rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3) Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk
megoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu
pengetahuan, keterampilan, pegalaman, siakap dan nilai
berdasarkan standar nasional dan global.
5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi
dalam konteks Negara Kesatuan RI.
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e. Jalur Pendidikan Nasional
Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa
jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.56
1) Pendidikan formal
Pendidikan formal yang disebut juga dengan
Pendidikan pesekolahan, yang sudah tidak asing lagi kita
dengar yaitu:
a) Pendidikan Dasar
- Sekolah Dasar (SD)
- Madrasah Ibtidaiyah (MI )
- Sekolah Menegah Pertama (SMP)
- Madrasah Tsanawiyah (Mts)
b) Pendidikan Menegah
- Sekolah menegah atas (SMA)
- Madrasah Aliyah (MA)
- Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)
- Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
56 Depdikbud. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta
penjelasannya. Balai Pustaka: Jakarta. 1989.
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Mengenyam pendidikan pada pendidikan formal
yang diakui oleh lembaga pendidikan Negara adalah
sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia. Mulai dari
kalangan yang miskin samnpai yang kaya itu harus
bersekolah, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP.
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang
lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari
pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat yang
berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam menjadi warga Negara.
2) Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap
pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan
sepanjang hayat.




d) Pusat kegiatan belajar masyarakat
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Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara
dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui
proses penilaian dan peyetaraan oleh lembaga yang
ditunjukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah
dengan mengacu pada setandar nasional pendidikan.
3) Pendidikan Informal
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar
mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan
pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik
lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar di Bidang
Pendidikan
Tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar di Bidang
Pendidikan berdasarkan visi, misi, dan tujuan, yaitu:57
a. Visi dan misi.
Adapun Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah
adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan
merata. Misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah :
1) Menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamalan
ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk
57 Lihat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelengaraan
Pendidikan.
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berpikir dan bertindak dalam kehidupan setiap peserta
didik.
2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang
mendorong penuntasan wajib belajar Sembilan tahun.
3) Menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan
kesigapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni bagi peserta didik.
4) Menumbuhkan dalam diri peserta didik sikap demokratis,
transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
5) Membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan
sejajar dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan jati
diri.
6) Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran peserta
didik untuk belajar seumur hidup agar dapat menghadapi
setiap tantangan dan perubahan.
7) Mempertahankan pentingnya revitalisasi pendidikan
sebagai investasi sumber daya manusia.
b. Tujuan
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan
luaran yang mampu untuk:
1) Menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam
kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka, dan modern.
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2) Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan
agama, budaya, suku, dan bangsa.
3) Terus-menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar
secara mandiri.
4) Mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan
teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
5) Menghadapi dan unggul dalam persaingan regional,
nasional, dan global.
6) Mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan
potensi alam sekitar untuk kepentingan masyarakat,
bangsa, dan Negara.
Kebijakan strategis yang diambil Pemeintah Kota Makassar
dalam Pendidikan Dasar dan Menengah berupa:
a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School
Based Management) yang memberi kewenangan pada
sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu
secara keseluruhan.
b. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas
(community based education) agar terjadi interaksi yang positif
antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai
community learning centre.
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c. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning
paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner
menjadi manusia yang diberdayakan.
d. Pemerintah Kota Makassar juga mencanangkan pendidikan
berpendekatan Broad Base Education System (BBE) yang
memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja
membangun keluarga sejahtera.
Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan
mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang
luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar
akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat
memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan
lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang
mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati
kesejahteraan dunia akhirat.58
Beberapa langkah program yang telah dijalankan di
beberapa daerah, salah satunya di Kota Makassar yang berkaitan
dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu
berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan berbasis
masyarakat diimplementasikan sebagai berikut :
58 Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta. 2008, Hal 77.
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a. Telah berlakunya UAS dan UAN sebagai pengganti
EBTA/EBTANAS.
b. Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3.
c. Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran keterampilan di
sekolah SLTP.
d. Dihapuskannya sistem rayonisasi dalam penerimaan murid
baru.
e. Pemberian insentif kepada guru-guru negeri.
f. Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan
praktik sekolah.
g. Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian





Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu
Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota
Makassar, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang
berlokasi di JL. Sultan Alauddin, No. 9, Kompleks Plaza Alaudin BA
No. 9, Kec. Makassar, Kota Makassar. Serta Kantor Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Letjen
Hertasning No. 8. Alasan penulis melakukan penelitian di Kantor
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia karena lembaga ini
berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,
dan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam hal ini sebagai
Obyek penelitian.
B. Jenis dan Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
dalam dua jenis, yaitu :
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk
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memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan
judul penulis.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature,
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang relevan dengan materi penulisan.Data jenis ini diperoleh
melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.
C. Teknik Pengumpulan data
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua
metode penelitian, yaitu :
1. Metode Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah
data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku dan
dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan penelitian ini.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan
menggunakan dua metode, yaitu :
a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke
lokasi penelitian.
b. Metode wawancara (Interview) sehubungan dengan
kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis
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melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang
ditulis.
D. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan fungsi Ombudsman dalam mengawasi Pelayanan
Publik Bidang Pendidikan di Kota Makassar
Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar di
bidang pendidikan diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, dimana hal ini bertujuan untuk menunjukkan kemantapan
iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka,
dan modern. Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan
agama, budaya, suku, dan bangsa, terus-menerus meningkatkan
kompetensi dengan belajar secara mandiri.
Tujuan lainnya yaitu mempertahankan sikap intelektualitas dan
kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Menghadapi dan unggul dalam
persaingan regional, nasional, dan global. Serta mampu menggali,
mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk
kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Pemerintah Kota Makassar juga tengah menyiapkan draft
Peraturan Walikota (Perwali) tentang pengelolaan pendidikan
utamanya fungsi dan tanggung jawab komite sekolah. Munculnya
perwali ini untuk menutup polemik terkait iuran komite sekolah yang
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banyak dikritik dengan mengeluarkan kebijakan menghapus iuran
komite di semua sekolah di Kota Makassar.59
Walikota Makassar menerapkan sistem sumbangan sukarela
pendidikan berkualitas untuk memenuhi amanat undang-undang
pendidikan yang membolehkan adanya partisipasi pihak luar sekolah
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah. Konsep
sumbangan sukarela ini mempunyai esensi sangat berbeda dengan
iuran yang sifatnya wajib mengikat dan mempunyai jumlah dan
batasan waktu pembayaran bagi peserta didik yang selama ini
memberatkan bagi orang tua peserta didik.
Dalam peraturan walikota itu nantinya juga akan termuat tentang
pembentukan Komite Pengendali Pendidikan yang mempunyai tugas
sebagai penerima keluhan, kritik maupun masukan dari warga
masyarakat, guru, komite sekolah terkait jalannya sistem pendidikan di
kota ini. Sejumlah kepala sekolah dan ketua komite sekolah
menyatakan apresiasi atas kesigapan walikota dan pemkot dalam
memecahkan polemik yang terjadi dari tahun ke tahun. Ini disebabkan
salah satunya karena kebutuhan akan sarana dan prasarana serta
operasional sekolah juga makin bertambah sementara dana yang
tersedia melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun
pendidikan gratis tidak memadai. Sehingga adanya peluang untuk
59 http://www.kabarmakassar.com/pemkot-akan-terbitkan-perwali-soal-komite-sekolah, di akses
pada tanggal 21 Januari 2015
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menggalang bantuan pihak luar melalui sumbangan sukarela akan
sangat membantu untuk memecahkan masalah.
Hubungan Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah
Kota Makassar dapat dilihat dalam kebersamaan mereka mengawal
pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memahami bahwa
untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas memerlukan
kerjasama dengan institusi lain melalui penandatanganan naskah
kerja sama dengan beberapa pemerintah dan swasta guna
meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan
pelayanan publik prima dengan setiap akhir tahunnya sejak tahun
2013 dilaksanakan rapat kordinasi nasional dengan mengundang
Pimpinan Kementrian Dalam Negeri yang menghasilkan keterlibatan
pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota
Makassar, serta lembaga lainnya.
Fungsi Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tertuang
di dalam Undang-undang No. 37 tahun 2008 Pasal 6, maka
Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur
pengawasan dalam sistem pengawasan di Indonesia, yakni bentuk
pengawasan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki
hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan
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lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari
campur tangan kekuasaan lainnya.60
Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan jika dikaitkan dengan bidang pendidikan yang juga
merupakan salah satu dari lingkup pengawasan yang dilakukan oleh
Ombudsman tersebut.
Bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bidang
pendidikan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulewesi Selatan secara garis besar melalui:
1. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Basis kerja dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia
perwakilan Sulawesi Selatan berdasarkan pada dua aspek yaitu:61
1) Laporan
Laporan dalam hal ini tidak dipungut biaya sepeser pun62,
dimana laporan tersebut dapat berupa pengaduan masyarakat
yang masuk, baik secara langsung pelapor mendatangi kantor
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan
60 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
61 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
62 Lihat Pasal 23 Ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia
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maupun berupa laporan persuratan, faximile, pengisian Form
pengaduan, via telepon, email dan sebagainya.
Adapun persyaratan dalam laporan yaitu:63
a. Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status
perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor.
b. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang
dilaporkan secara rinci.
c. Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak
terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak
mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan yaitu:64
a. 1) Ombudsman memeriksa laporan.
2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan, ombudsman
memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk
melengkapi laporan.
3) Pelapor dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal pelapor menerima
pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas
laporan.
4) Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu yang telah
ditentukan maka pelapor dianggap mencabut laporannya.
63 Lihat Pasal 24 Ayat 1, Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia
64 Lihat Pasal 25, 26, dan 27, Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia
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b. 1) Berkas lengkap, Ombudsman pemeriksaan substansif.
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan substansif, Ombudsman
menetapkan:
a) Tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, atau
b) Berwenang melanjutkan pemeriksaan.
c. Dalam hal Ombudsman tidak berwenang melanjutkan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud poin b angka 2 huruf a,
Ombudsman memeberitahukan secara tertulis kepada pelapor
dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua
Ombudsman.
d. Pemberitahuan sebagaimana di maksud pada poin c dapat
memuat saran kepada pelapor untuk menyampaikan
laporannya kepada instansi lain yang berwenang.
2) Temuan
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan memiliki hak inisiatif dalam memeriksa buruknya
pelayanan publik bidang pendidikan yang berdasarkan temuan
awal pada pemberitaan media massa atau pengamatan sehari-
hari.
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Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam
kategori maladministrasi yang sering dijumpai oleh Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan yaitu:65
1. Penundaan berlarut.
Dalam istilahnya “undue delay” dimana petugas pelayanan publik
seringkali menunda atau mengulur waktu dalam penyelesaian
atau pengurusan administrasi dengan alasan yang tidak diketahui
kejelasannya, padahal semestinya dapat segera diselesaikan
lebih cepat. Contoh kasus seperti dalam pembuatan e-ktp di
kelurahan setempat yang terkadang standar pelayanannya bisa
sampai berbulan-bulan lamanya.
2. Tidak memberikan pelayanan.
Pelaksana layanan publik dalam hal ini pejabat atau petugas
instansi tidak memberikan pelayanan padahal kewajiban mereka
adalah memberikan pelayanan publik untuk masayarakat. Contoh
kasus seperti pada pengurusan perijinan usaha untuk pembukaan
kantor di kelurahan dimana semua persyaratan telah dipenuhi
sebelumnya, akan tetapi petugas kelurahan tidak mengerjakan
permohonan tersebut.
3. Tidak berkompeten.
Pelaksana pelayanan publik ada yang tidak mempunyai
kompetensi atau kemampuan dalam membuat keputusan atau
65 Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman vs Maladmnistrasi. Kenali Dulu Baru Benahi. Tim
Komunikasi Publik-Bidang Pencegahan. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2015.
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kebijakan, akan tetapi tetap dipaksakan oleh yang bsersangkutan
meskipun mereka kurang atau bahkan tidak profesional
dibidangnya. Contoh kasus misalnya dalam peledakan tabung gas
yang dilakukan oleh oknum siswa sekolah dimana petugas
penyidik PNS nya dalam hal ini adalah lulusan SMK Akuntansi,
bukan lulusan Sarjana Hukum atau Kepolisian.
4. Penyalahgunaan wewenang.
Pelaksana layanan publik mempunyai hak dan kekuasaan dengan
menyalahi hak mereka dengan seenaknya. Contoh kasus aparat
keamanan jadi tukang tagih hutang.
5. Permintaan imbalan uang korupsi.
Pada saat melakukan transaksi pelayanan publik, pihak pelaksana
layanan meminta uang pengurusan yang semestinya gratis
sebagai biaya tambahan. Contoh kasus dalam pendaftaran
pernikahan akan didahulukan pengurusan administrasi
persuratannya asalkan pihak pemohon memberikan sejumlah
biaya yang ditetapkan. Atau misalnya pelaksana layananan publik
menggelapkan uang negara untuk memperoleh keuntungan diri
sendiri padahal palayanan yang mereka berikan sangat tidak
memuaskan.
6. Penyimpangan prosedur.
Pihak pelaksana layanan publik tidak mengikuti standar
operasional prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh
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apabila kita telah lama antri tetapi tiba-tiba ada yang menyalip dan
didahulukan oleh petugasnya dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bertindak tidak layak dan tidak patut.
Pelaksana layanan publik dalam menjalankan tugasnya bertindak
tidak layak dan tidak semestinya sehingga merusak pelayanan.
Contoh kasus pada saat menanyakan tentang prosedur dan
persyaratan permohonan suatu hal kepada petugas layanan,
dimana petugas tersebut malah membentak dan memberikan
pelayanan yang tidak semestinya mereka lakukan.
8. Berpihak.
Pelaksana layanan publik kadang melakukan pengambilan
keputusan yang berat sebelah, berpihak pada salah satu yang
lebih menguntungkan dirinya pribadi tanpa memperhatikan
ketentuan yang ada.
9. Konflik kepentingan.
Pelaksana layanan publik tidak dapat menangani pekerjaannya
karena mereka ternyata mempunyai kepentingan sendiri. Contoh
kasus aparat keamanan yang mendapatkan laporan kejahatan
dari masyarakat yang kebetulan pihak terlapor adalah keluarga
dari aparat keamanan tersebut, setalah mengetahui hal tersebut




Pelaksana pelayanan publik tidak memberikan pelayanan kepada
masyarakat karena warga yang mengajukan beda suku, agama,
ras dan jenis kelamin dengan pejabat pelayanan publik tersebut.
Padahal semua mempunyai hak untuk mendaptkan pelayanan
tanpa ada yang dibeda-bedakan. Contoh kasus mengenai
dokumen ijin pendirian banginan (IMB) pembangunan gereja
dipersulit oleh pelaksana layanan publik karena pejabat
pelayanannya beda agama.
Khusus untuk bidang pendidikan Lembaga Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan
beberapa bentuk laporan maladministrasi berupa:66
1. Penyalahgunaan wewenang.
Pihak sekolah sebagai pelaksana layanan publik kepada
peserta pendidik terkadang menyalahi wewenang dengan
seenaknya.
Contoh kasus pihak guru melakukan pemukulan terhadap
siswanya yang sudah sangat jelas menyalahi kewajibannya
sebagai tenaga pendidik.
66 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
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2. Permintaan imbalan uang sumbangan.
Pihak sekolah meminta imbalan (pungutan liar) berupa
sumbangan uang pengurusan yang semestinya gratis sebagai
biaya tambahan.
Contoh kasus pihak sekolah melakukan tekanan atau
intimidasi terhadap siswa yang bahkan secara terang-terangan
disampaikan langsung oleh pihak guru dengan memberikan
batasan waktu yang telah ditentukan oleh kesepakatan sekolah
dan juga pada saat momentum penerimaan peserta didik.
3. Penyimpangan prosedur.
Pihak sekolah tidak mengikuti atau tidak berpedoman
kepada standar operasional prosedur sekolah yang telah
ditentukan sebelumnya.
Contoh kasus pihak oknum sekolah melakukan kebijakan
kenaikan kelas kepada oknum siswa yang secara jelas dari
akumulatif penilaian rapor tidak layak untuk naik ke jenjang kelas
selanjutnya dengan pertimbangan dia adalah anak salah satu dari
guru yang mengajar di sekolah tersebut.
4. Bertindak tidak layak dan tidak patut.
Pihak sekolah dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik
dalam menjalankan tugasnya bertindak tidak layak dan tidak
semestinya kepada peserta didik.
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Contoh kasus pada saat menanyakan tentang mata
pelajaran yang kurang dimengerti oleh siswa, dimana guru
tersebut malah membentak dan bahkan menghukum siswa yang
bersangkutan dengan pemukulan benda ke tubuh siswa.
Berdasarkan data dari Lembaga Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bahwa terdapat 28 laporan
masuk mengenai maladministrasi pada bidang pendidikan sampai
dengan per tanggal 31 desember 2015. Dari 28 kasus tersebut
terdapat motif maladministrasi yang hampir seragam yang mayoritas
dilakukan oleh sekolah menengah atas di Sulawesi Selatan yaitu
terkait dengan masalah sumbangan sekolah.67
Ini menjadi masalah karena tindakan tersebut tidak di atur dalam
permendikbud, benar dalam permendikbud ada di atur mengenai
pungutan sumbangan, akan tetapi itu hanya dlam lingkup sekolah
dasar, bukan sekolah menengah atas.68
Sumbangan ini dilakukan oleh oknum sekolah menengah atas
dimana mereka melakukan tekanan atau intimidasi terhadap siswa
yang bahkan secara terang-terangan disampaikan langsung oleh
pihak guru dengan memberikan batasan waktu yang telah ditentukan
oleh kesepakatan sekolah dan juga pada saat momentum penerimaan
peserta didik baru.
67 Hasil wawancara dengan Dr. Aryati Puspasari Abadi, Sekretaris Kepala Dinas Pendidkan dan
Kebudayaan Kota Makassar, Tanggal 8 Januari 2016
68 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
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Tabel 2. Laporan Masyarakat Maladministrasi Bidang Pendidikan
berdasarkan Substansi Maladministrasi Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun 2015
Substansi Maladministrasi Jumlah Persen
Penyalahgunaan wewenang 2 7,1%
Permintaan imbalan uang sumbangan 20 71,6%
Penyimpangan prosedur 5 17,8%
Bertindak tidak layak dan tidak patut 1 3,5%
Jumlah 28 100%
Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa substansi
maladministrasi yang banyak dilaporkan masyarakat adalah
penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang sumbangan,
penyimpangan prosedur, dan bertindak tidak layak dan tidak patut.
Secara berurutan substansi maladministrasi terbanyak adalah
permintaan imbalan uang sumbangan yaitu 20 laporan (71,6%),
penyimpangan prosedur 5 laporan (17,8%), penyalahgunaan
wewenang 2 laporan (7,1%), dan bertindak tidak layak dan tidak patut
sebanyak 1 laporan (3,5%).
Adapun pelaksanaan fungsi Ombudsman dalam mengawasi
Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Makassar yaitu:69
69 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
76
1. Melakukan Pencegahan Upaya Maladministrasi di Bidang
Pendidikan.
a. Ombudsman RepubIik Indonesia Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan  Memberdayakan Masyarakat.
Dalam rangka memberdayakan masyarakat, pihak
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan
melakukan penyebarluasan informasi di bidang pendidikan




Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang
pendidikan ini adalah:
1) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di
bidang pendidikan.
2) Memberikan kesadaran kepada masyarakat atas hak
mendapatkan layanan pemerintahan instansi
penyelenggara pelayanan publik khususnya bidang
pendidikan.
3) Mendorong institusi penyelenggara pelayanan publik di
bidang pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan serta
menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan
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penyelenggara pelayanan publik bidang pendidikan
sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kepada
instansi penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal
ini adalah dinas pendidikan dan kebudayaan.
Dengan adanya sosialisasi di bidang pendidikan yang
dilakukan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memberikan jawaban
apakah hal tersebut cukup efektif dalam meningkatkan
laporan pengaduan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak
digunakannya parameter bahwa dengan melakukan
sosialisasi akan banyak laporan yang masuk, akan tetapi
memiliki tujuan untuk lebih mengenalkan Ombudsman
dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan.
b. Ombudsman RepubIik Indonesia Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan  melakukan kegiatan Investigasi
Kegiatan investigasi sistematik yang dilakukan pada
tahun 2015 adalah Investigasi sistematik terhadap pelayanan
pendidikan di Sulawesi Selatan, terkait laporan dan temuan
maladmnistrasi yang terjadi selama kurun waktu sampai
dengan 31 Desember 2015.
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2. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat di bidang
pendidikan.
Secara umum, penanganan pengaduan kepada lembaga
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan
mengenai pelanggaran kebijakan publik yang dilakukan pada
bidang pendidikan, dalam hal ini terkait masalah dugaan
maladministrasi yang dilakukan oleh oknum sekolah di Sulawesi
Selatan dilakukan melalui empat tahap, yaitu:70
a. Investigasi.
Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti
laporan untuk melengkapi data pendukung dan mendalami
kebenaran permasalahan di bidang pendidikan yang
disampaikan kepada Ombudsman RepubIik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada tahun 2015 hasil investigasi yang dilakukan
berdasarkan pengaduan dari masyarakat menghasilkan
mayoritas dugaan Permintaan uang atau pungutan liar yang
tidak memiliki dasar hukum oleh mayoritas sekolah menengah
atas yang terdapat di Sulawesi-selatan.
Pelapor (orang atau kelompok) dalam memberikan
laporan dapat bersifat langsung, atau melalui surat, e-mail,
telepon, faximilie ke Ombudsman. Selanjutnya, pelapor akan
70 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
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dipanggil oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan untuk melakukan konsultasi
laporan bersama anggota lembaga Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan atau asisten.
b. Klarifikasi.
Hasil konsultasi akan dikaji bersama oleh anggota dan
asisten lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan yang selanjutnya merencanakan tindak
lanjut pengaduan. Tindak lanjut pengaduan biasanya
dilakukan dengan klarifikasi atau investigasi. Klarifikasi
dilakukan dengan memanggil pimpinan instansi terkait
sebagai terlapor sembari melakukan investigasi data.
Setelah data atau fakta diperoleh, maka data/fakta
tersebut masih perlu dianalisa, apakah memenuhi unsur-unsur
maladministrasi publik atau tidak. Jika tidak memenuhi maka
dibuatkan kesimpulan kasus yang diberikan ke pelapor. Tetapi
apabila memenuhi unsur maladministrasi publik maka kasus
akan dibahas lagi. Setelah pembahasan kasus secara
komprehensif, selanjutnya diputuskan apakah kasus




Apabila mekanisme mediasi diambil, pihak pelapor
maupun terlapor didudukkan bersama membahas poinpoin
bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yang
tidak saling merugikan. Tetapi jika mengambil langkah
selanjutnya, berarti memberikan rekomendasi atau pendapat
hukum lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan yang perlu dilakukan oleh instansi terkait
atau atasan yang berwenang sebagai terlapor.
b. Monitoring.
Setelah diberikan rekomendasi selanjutnya dilakukan
monitoring, monitoring rekomendasi dilakukan untuk melihat
seberapa rekomendasi lembaga Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh
penerima rekomendasi (terlapor).
Monitoring dilakukan melalui surat yang dilayangkan
kepada terlapor perihal seberapa jauh rekomendasi sudah
dijalankan. Namun, apabila dari hasil monitoring diketahui
tidak adanya respons yang serius dari terlapor dalam
menjalankan rekomendasi yang diberikan. Maka ada dua
mekanisme yang bisa digunakan, menerbitkan rekomendasi
kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau
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menerbitkan pelanggaran maladministrasi melalui media
massa.
Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui
respon dan ketaatan instansi terlapor dalam hal ini beberapa
sekolah menegah atas terhadap tindak lanjut Ombudsman
RepubIik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Monitoring
juga dilakukan untuk monitoring pelayanan publik tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu secara tertutup.
B. Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman dalam Upaya
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota
Makassar
Ombudsman Republik Indonesia dalam tindak lanjut melakukan
pemeriksaan dapat:71
1. Memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan/atau
penerjemah untuk dimintai keterangan. Dalam melakukan
pemeriksaan substansif ini Ombudsman dapat melihat dokumen
asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan
pemeriksaan.
2. Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor, dan/atau
3. Melakukan pemeriksaan lapangan.
71 Lihat Pasal 28 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
82
Dalam hal pemberkasan laporan oleh pihak pelapor dinyatakan
lengkap, dan Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan
pemeriksaan substansif, maka selanjutnya Ombudsman Republik
Indonesia memberikan hasil pemeriksaan yang dapat berupa:72
1. Penolakan laporan.
Adapun dasar penolakan Ombudsman sebagai hasil
pemeriksaan yaitu:73
a. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik
secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan.
b. Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek
pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut
menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses
pemeriksaan di pengadilan.
c. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh
instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses
penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut.
d. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang
dilaporkan.
e. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang
Ombudsman.
72 Hasil wawancara dengan Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-
selatan, Tanggal 8 Januari 2016
73 Lihat Pasal 36 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
83
f. Substansi yang dialporkan telah diselesaikan dengan cara
mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan
kesepakatan para pihak.
g. Tidak ditemukan terjadinya maladministrasi.
Penolakan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 di atas
diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua Ombudsman.
2. Menerima laporan dan memberikan rekomendasi.
Pemberian rekomendasi sekurang-kurangnya memuat:74
a. Uraian tentang laporan yang disampaikan kepada
Ombudsman.
b. Uraian tentang hasil pemeriksaan.
c. Bentuk maladministrasi yang telah terjadi.
d. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal
yang perlu dilaksanakan terlapor dan atasan terlapor.
Rekomendasi sebagaimana telah dijelaskan di atas
disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan atasan terlapor dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua Ombudsman.
Ketentuan lain menyangkut rekomendadsi Ombudsman:75
74 Lihat Pasal 37 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
75 Lihat Pasal 38 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
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a. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan
rekomendasi Ombudsman.
b. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada
Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah
dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
rekomendasi di terima.
c. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau
atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
memastikan pelaksanaan rekomendasi.
d. Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan
rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian
rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan
atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan
menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan
sesuai poin 1, 2 dan 4 di atas akan dikenai sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.76 Serta
setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan laporan akan dipidana dengan pidana penjara paling
76 Lihat Pasal 39 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
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lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).77
Proses penanganan laporan/pengaduan masyarakat bidang
pendidikan yang diterima oleh Ombudsman RI perwakilan
Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan, baik secara administratif maupun substantif. Dalam
proses penanganan laporan/pengaduan, sebelum disimpulkan
terhadap permasalahan yang diadukan, diperlukan data yang
diperoleh melalui kegiatan investigasi maupun pengamatan
langsung terhadap instansi yang diduga melakukan
maladministrasi bidang pendidikan dalam memberikan pelayanan
masyarakat.
Sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penanganan
laporan, bahwa laporan masyarakat dapat dinyatakan selesai
pada setiap tahapan. Sering terjadi laporan masyarakat dapat
selesai pada tahap klarifikasi.
Dalam hal laporan/pengaduan masyarakat bidang
pendidikan yang sudah dinyatakan selesai ditangani, dilakukan
penutupan laporan dengan mekanisme berdasarkan Keputusan
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 36/ORI-
SK/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011 tentang Tata Cara
Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Tata Cara
77 Lihat Pasal 44 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
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Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat
oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan
Ombudsman di daerah.
Lampiran I keputusan tersebut mengatur Penutupan
Laporan/Pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk
memberikan kepastian terhadap status laporan. Penutupan
laporan/pengaduan dalam pemeriksaan/penyelesaian
laporan/pengaduan masyarakat dapat dilakukan pada setiap
klasifikasi penanganan/ penyelesaian.
Tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
dalam upaya peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan di
Kota Makassar yang bertujuan untuk memberikan kepastian
terhadap status laporan yaitu ada beberapa klasifikasi yang terdiri
atas:
a. Klasifikasi tidak memenuhi syarat formil.
b. Klasifikasi pelapor mencabut laporan.
c. Klasifikasi tidak berwenang.
d. Klasifikasi klarifikasi.
e. Klasifikasi investigasi.
f. Klasifikasi konsiliasi atau mediasi.




Lebih jelasnya mengenai tindak lanjut pelayanan publik
bidang Pendidikan pada Ombudsman Republik Indonesia
perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makassar yaitu:
Tabel 3. Tindak Lanjut Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan Bidang Pendidikan Tahun 2015 di
Kota Makassar
Tindak Lanjut Jumlah Persen
Tidak memenuhi syarat formil 2 7,1%
Pelapor mencabut laporan 2 7,1%








Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut
Ombudsman RepubIik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Bidang
Pendidikan Tahun 2015 di Kota Makassar adalah tidak memenuhi
syarat formil, pelapor mencabut laporan, tidak berwenang, klarifikasi,
investigasi, saran, rekomendasi, pelimpahan, dan selesai. Secara
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berurutan tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan Bidang Pendidikan Tahun 2015 terbanyak adalah
selesai 8 laporan (28,2%), klarifikasi 6 laporan (22,1%), tidak
berwenang 3 laporan (10,7%), tidak memenuhi syarat formil 2 (7,1%),
pelapor mencabut laporan 2 (7,1%), investigasi sebanyak 2 laporan
(7,1%), saran 2 (7,1%), pelimpahan 2 (7,1%), rekomendasi 1 (3,5%).
Dari 28 kasus yang merupakan penjabaran bentuk
maladministrasi bidang pendidikan yang dilaporkan masyarakat ke
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan berupa
penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang sumbangan,
penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak dan tidak patut
tersebut, dimana kesemuanya hampir bermotif pungutan liar yang
dilakukan oleh sekolah menengah atas yang dilakukan pada saat
proses penerimaan siswa baru maupun secara terang-terangan





1. Pelaksanaan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam
mengawasi  pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Makassar
yaitu melakukan (1) upaya pencegahan maladministrasi di bidang
pendidikan berupa pemberdayaan masyarakat melalui bentuk
sosialisasi, talk show, dialog interaktif, sarasehan, kuliah umum
dan lainnya serta melakukan kegiatan Investigasi. (2) Melakukan
penanganan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan melalui
investigasi, klarifikasi, mediasi, dan monitoring.
2. Tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam
upaya peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota
Makassar yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap
status laporan yaitu ada beberapa klasifikasi berupa (1) Tidak
memenuhi syarat formil, (2) Pelapor mencabut laporan, (3) Tidak
berwenang, (4) Klarifikasi, (5) Investigasi, (6) Saran, dan (7)
Rekomendasi, (8) Pelimpahan, dan (9) Selesai.
B. Saran
1. Diharapkan untuk melakukan pengembangan kelembagaan
Ombudsman RepubIik Indonesia dalam menjalankan fungsi
pengawasan dan tindak lanjut khususnya perwakilan Sulawesi
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Selatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada
masyarakat khsusnya di bidang pendidikan.
2. Diharapkan untuk seluruh pihak mendukung pengembangan
pelayan publik bidang pendidikan oleh Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan termasuk masyarakat
sebagai pengguna layanan publik, instansi penyelenggara
pelayanan publik dalam merespon tindak lanjut Ombudsman
Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
mitra kerja Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka
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